BUPATI SIAK 
PROVINSI RIAU 


RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 
NOMOR.......... TAHUN 2021 
TENTANG 


PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH SIAK NOMOR 23 TAHUN 
2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 


Menimbang : 


Mengingat : 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SIAK, 


bahwa ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
menyatakan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah: 
bahwa dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam hal 
pembiayaan perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah 
dalam hal Penjualan Produksi Usaha Daerah: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Siak Nomor 23 tahun 
2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha. 


. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 


Indonesia Tahun 1945: 


. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 


Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247): 


. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 


Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049): 


. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 


Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234): 


. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 


Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 


Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5589), 

6. Peraturan Daerah Siak Nomor 23 tahun 2011 Tentang Retribusi 
Penjualan Produksi Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Siak 
Tahun 2011 Nomor 23): 


Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK 
dan 
BUPATI SIAK 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH SIAK NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH. 


Pasal I 


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Siak Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diubah sebagai berikut : 


1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 7 diubah sehingga keseluruhannya 
berbunyi sebagai berikut: 


Pasal 1 


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Siak, 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Siak. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, 
Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan. 

71. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat BKD Badan adalah 
Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah 
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau Badan. 

10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan. 

1l.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan 
oleh sektor swasta. 
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik 
atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan 
lainnya. 

Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan penjualan produksi. 
Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam Bagian Tahun Retribusi 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek Retribusi atau retribusi, penentuan besarnya Retribusi atau 
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi atau retribusi 
kepada wajib Retribusi atau retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah 
melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada 
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan dibidang retribusi 
daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah. 

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 


Ketentuan Pasal 8 huruf c diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai 
berikut: 


Pasal 8 
Struktur besarnya tarif penjualan produksi usaha daerah sebagai berikut: 


a. Tarif air bersih di Kabupaten Siak,ditetapkan sebagai berikut : 


TARIF PEMAKAIAN / M3 


KLASIFIKASI 
LANGGANAN 0-10 11- 20 21-30 | 31 keatas 
(Rp.) (Rp.) (Rp.) V 


Non Niaga 

Rumah tangga, instansi 
pemerintah, 
pemerintah 


Niaga 

Kios, kantor swasta, 
importer/eksportir, 
toko, kedai kopi, 
bengkel, biro jasa 
(agen), rumah sakit 
swasta, hotel, restoran, 
rumah makan, pom 
bensin, usaha-usaha 
besar lainnya 


Industri dan Pelabuhan 9.000,00 


Disamping harga air kepada setiap pelanggan dikenakan beban tetap dan 
pembayarannya disatukan dalam rekening tangihan air bersih setiap bulannya 
dengan rincian sebagai berikut : 


No Beban tetap Tarif 

1 | Biaya administrasi Rp. 2.000,- / bulan/ rek 
2 Meter air 12 Rp. 3.000,- 

3 Meter air Y4 Rp. 3.000,- 

4 | Meterair1l Rp. 4.000,- 


b. Rekening air bersih jasa mobil tangki ditetapkan dengan rincian sebagai berikut : 


JENIS PELABUHAN 


RINCIAN Niaga Non niaga Industri 
(Rp.) (Rp.) (Rp.) 


(1 | | 6.000,00 000,00 111. |11.000,00 00 12. 112.000,00 | 00 


- Harga / M3 kan 000,00 EN 000,00 He 000,00 


1 Mn hasil perkebunan dan perikanan 
Jenis ikan 


Jenis Ikan 0000 arit Keterangan 
na 2- 1 Ukuran 3,5 - 
3,4 cm 5 cm 


Bibit Ikan 

Bibit ikan patin 
Bibit ikan nila 
Bibit ikan lele 


Bibit ikan gurami 


Penjualan Ikan 
ikan patin 

Bibit ikan nila 
Bibit ikan lele 
Bibit ikan gurami 


2. Jenis ternak 
No Jenis Ternak Tarif Keterangan 
1. | Penjualan sapi 50.000 Per kg 
2. | Penjualan kambing 25.000 Per kg 


3. Jenis tanaman 


No Jenis Tanaman Tarif (Rp.) Keterangan 
1. | Penjualan Benih Padi 6.000 Per kg 
Pasal II 


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. 


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal ........# om... 2021 
BUPATI SIAK, 


ALFEDRI 


Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal .......». Wo... 2021 


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 


Drs. H. ARFAN USMAN, MPd. 


Pembina Utama Muda 
NIP.19650205 198903 1 022 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR ...... 


